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KEBUTUHAN OBAT
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Dinkes Poso Butuh Rp5 Miliar

P0SO, MERCUSUAR-Ketersediaan obat
di sejumlah Puskesmas di Kabupaten Poso
belum sepenuhnya terpenuhi. Hal itu karena
keterbatasan anggaran daerah untuk biaya
pembelian obat. Kondisi ini jelas berdampak
pada tingkat pelayanan kesehatan masyarakat,
utamanya mereka yang hanya mengandalkan
kartu Jamkesmas dan BP]S kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Poso, Djani Moula
mengakui jika saat ini belum semua kebutuhan
obat bisa terpenuhi, karena anggaran yang
terbatas. Tak heran jika obat yang seharusnya
dibutuhkan pasien saat berobat, tidak tersedia
sepenuhnya.

“Pengadaan obat sudah dilakukan, namun
belum semua jenis obat bisa terpenuhi
karena anggaran pemerintah yang terbatas,”
ujar Djani Moula menanggapi pemberitaan

kekosongan stok obat di sejumlah Puskesmas
yang dirilis media ini sebelumnya.

Dalam tahun 2014 ini, jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk pembelian obat hanya
sebesar Rp2 miliar. Jumlah itu belum mampu
membeli semua jenis obat yang diperlukan di
Puskesmas perawatan atau Puskesmas non
perawatan. Saat ini kata Djani, di Kabupaten
Poso terdapat 23 Puskesmas yang tersebar
di 19 kecamatan. Dari jumlah tersebut,
11 Puskesmas diantaranya merupakan
Puskesmas perawatan dan 12 Puskesmas non
perawatan.

Idealnya kata Djani, jumlah anggaran
pengadaan obat yang harus dialokasikan
sebesar Rp5 miliar per tahunnya agar bisa
memenuhi semua jenis obat di Puskesmas.
“Tahun 2015 mendatang kita berharap

memperoleh anggaran pengadaan obat Rp5
miliar. Namun untuk tahap awal, kita sudah
usulkan Rp3 miliar ke DPRD Poso,” terangnya.

Beruntung kata Djani, pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan
danaBP]S sebesar 25 persen guna kepentingan
operasional di Puskesmas.

Djani berharap, kebijakan pemerintah
yang mengharuskan membeli obat lewat
e-katalog (daftar obat yang direkomendasi.
red) diperbaiki sistemnya.

“Artinya semua perusahaan obat harus

masuk dalam e-katalog. Karena jika tidak,

maka terpaksa kita harus membeli obat

dari luar daftar. Dan itu tidak dibenarkan.

Pemerintah seharusnya lebih mempermudah
pembelian obat ini, bukan sebaliknya,”
harapnya. uLy





